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ABSTRAK 

Efektifitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor 
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Hero Saputra Rachman 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian 
tambahan penghasilan pegawai (I'PP) di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Timur 
II Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode diskriftifkualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubklinggau 
Timur II Kota Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data meliputi; observasi, 
wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi; pengumpulan 
data, display data, reduksi data, dan kesimpulan. 

KesL'Ipulan dalam penelitian ini, yakni 1) pemberian tambahan 
penghasilan pegawai di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota 
Lubuklinggau kurang beljalan dengan efektif; hal ini disebabkan masih ada 
pegawai di Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklingau yang kurang 
disiplin dalam menjalankan tugasnya, padahal sudah diberikan tambahan 
penghasilan. Potongan tunjangan penghasilan pegawai didominasi oleh tidak ape! 
pagi dan sore setiap pegawai dilingkungan Kecamatan Lubuklinggau Timur II 
Kota Lubuklinggau, hal ini menandakan kedisiplinan pegawai dilingkungan 
kecamatan Jubuklinggau timur II masih sangat kurang sekali. Padahal kegiatan 
ape! pagi dan sore menjadi indikator kedisiplinan pegawai dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 2) faktor pendukung. Pemerintahan Kota 
Lubuklinggau sangat memberikan dukungan dalam peningkatakan kinelja 
pegawai, yakni dengan cara memberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai 
pengahasilan tambahan bagi pegawai dalam menjalanakn tugasnya masing­
masing. Selama proses pemberian tunjangan daerah tentunya ada faktor 
penghambat dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah sumber daya 
manusia, yakni pegawai walaupun sudah diberikan tunjangan penghasilan 
tambahan, namun masih ada juga pegawai yang belum ·optimal dalam 
menjalankan tugasnya, maka dari itu perlu dilaknkan pembinaan kepada pegawai 
yang memiliki kine!ja·rendah, agar kedepannya pegawai mampu bekelja secara 
optimal dalam melayani masyarakat 

Kata Kunci: Efektititas, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 
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ABSTRACT 

Effectiveness of Supplementary Income Employees (TPP) at Lubuklinggau 
Timor II Lubuklinggau District Office 

Heru Sapntra Rachman 
The Terbuka Of Uuivel'liity 

The purpose of this study is to determine the effectiveness of additional 
employee income (TPP) in the District Office Lubuklinggau East II Town 
Lubuklinggau. This research uses qualitative approach with qualitative discrettif 
method. This research was conducted in Kecarnatan Lubklinggau Timor II Kota 
Lubuklinggau. Data collection techniques · include; Observation, interview, 
documentation. While data analysis techniques inClude; Data collection, data 
display, data reduction, and conclusions. 

In this research, 1) the additional income of the employees in 
Lubuklinggau Timor II Lubuklinggau Lesser Town Office is less effective, this is 
because there are still employees in Kecarnatan Lubuklinggau Timor II Kota 
Lubuklingau who are less disciplined in carrying out their duties, even though 
they have been given additional income . The deductions of employee income 
allowance is dominated by no morning and afternoon apples every employee in 
Lubuklinggau Timor II Lubuklinggau subdistrict, this indicates that the discipline 
of employees in Lubuklinggau eastern sub-district II sub-district is still very poor. 
Though the activities of morning and evening apples become an indicator of 
discipline employees in carrying out their main duties and functions welL 2) 
supporting factol'li. Lubuklinggau City Government is very supportive in 
improving the performance of employees, namely by providing additional income 
employees as additional income for employees in menjalanakn their respective 
duties. During the process of providing local allowance of course there is an 
inhibiting factor in the provision of additional employee income is human 
resources, ie employees although it has been given additional income allowances, 
but there are also employees who are not optimal in carrying out their duties, 
therefore it is necessary to coach to employees who have Low performance, so 
that the futore employees can work optimally in serving the community 

Keyword: Effectiveness, Additional Income Employees (TPP) 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Wilayah Peoelitiao 

I. Deskripsi Kota Lubuklinggau 

55 

Penelitian ini dilakukan di Kota Lubuklinggau. Sejarah singkat 

mengenai Kota Lubuklinggau yakni sebagai berikut; tabun 1929 status 

Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, 

dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu 

kotanya adalah Muara Beliti.Tahun 193'\ lbukota Onder District Musi 

Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 

Lubuklinggau menjadi lbukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan 

setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tabun 1947, Lubuklinggau 

dijadikan lbukota Pemerintaban Provinsi Sumatera Bagian Selatan. 

Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi lbukota Kabupaten Musi Ulu Rawas 

dan tetap sebagai lbukota Keresidenan Palembang. 

Pada tabun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra 

Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintab 

Republik Indonesia Nomor 38 tangga1 30 Oktober 1981 Lubuklinggau 

ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tabun 2001 tanggal 21 

Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada 

tangga1 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah 

Otonom. 
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Pembangunan Kota Lubuklinggau telah betjalan dengan pesat 

seiring dengan segala pennasalahan yang dihadapinya dan menuntut 

ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan 

Kota, sekaligus memecahkan pennasalahan-pennasalahan yang dihadapi. 

Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat 

mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit 

ke arab yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota Lubuklinggau 

terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara 

provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera 

Selatan (Palembang) dan merupakanjalur penghubung antara Pulau Jawa 

dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera 

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat 

strategis. Kota ini terletak diantara tiga provinsi sekaligus, yaitu: Jamb~ 

Bengkulu, dan Sumatera Selatan (Palembang). Tidak hanya itu, 

Lubuklinggau merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan 

kota-kota yang ada dipulau Sumatera bagian utara. Sehingga tidak 

mengherankan jika pemerintah kota Lubuklinggau beketja keras untuk 

mengembangkan kota Lubuklinggau menjadi Kota Metropolitan atau 

bahkan Kota Megapolitan. Sampai dengan saat ini, kota Lubuklinggau 

terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. 

Kota Lubuklinggau memiliki beberapa bahasa diantaranya: 

Lembak (coel), Palembang, Mus~ Jawa, Komering, Rawas, Lampung, 

dan tentu saja bahasa Indonesia. Nab, untuk luas daerahnya sendiri, 

berdasarkan Undang-undang no. 7 Tahun 2001, luas wilayah kota 
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Lubuklinggau adalah 401,5 kilometer persegi atau 40.15 hektar. Total 

luas ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai berikut: Wilayah Darat = 

360.74 km2 (139.28 mil") dan Wilayah Air= 40.76 km2 (15.74 mil"). 

Secara strategis, Lubuklinggau terletak pada posisi 102"40'0"-103"0'0" 

BT dan 3"4' 10"-3"22'30" LS yang berbatasan langsung dengan 

kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu). Untuk batas-batas secara 

administrative dapat anda lihat pada table berikut ini: 

Tabel4.1 
Batas Wilayah Kota Lubuklinggau 

Posisi Perbatasan 

Utara Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. 

Timur 
Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi 
Raw as. 

Selatan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi Bengkulu. 
Selatan Provinsi Bengkulu 

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis karena menjadi 

Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi 

Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Selatan, Provinsi 

Lampung di sisi Selatan, dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau 

Sumatera. Dengan bertemunya arus lalu lintas dari berbagai wilayah, 

Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai 

kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari 

berpadunya berbagai kepentingan tersebut, menjadikan kota 

Lubuklinggau sebagai kota yang heterogen. 

Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerahlkawasan yang 

sulit dijangkau, dikarenakan kondisi morfologi yang teijal dan 

kelerengan yang curam. Kawasan tersebut berada di wilayah bagian 
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Utara, dan Selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan 

tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana 

lainnya. 

a. Visi Kota Lubuklinggau 

Kota Lubuklinggau mempunyai Visi dan Misi dalam 

menjalankan pemerintahan. Adapun Visi Kota Lubuklinggau adalah 

"Terwrljudnya Kota Lubuklinggau sebagai pusat perdagangan, 

industri, jasa, dan pendidikan, melalui kebersamaan ,menuju 

masyarakat madani" 

b. Misi Kota Lubuklinggau 

Visi Kota Lubuklinggau tersebut kemudian dijabarkan dalam 

5 misi utama yang hendak dicapai oleh Kota Lubuklinggau, yaitu: 

1) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

berakhlak mulia. 

2) Menumbuh kembangkan pusat bisnis, perdagangan, industri dan 

jasa secara terpadu. 

3) Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan 

berwawasan lingkungan. 

4) Meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. 

5) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2014 sebanyak 

206.086 jiwa atau bertambah sekitar 2,37 persen dari angka jumlah 

penduduk basil Sensus Penduduk 2013. Rata-rata tingkat pertumbuhan 
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penduduk pertahun sebesar 2,29 persen. Komposisi penduduk 

menurut jenis kelamin adalah 103.295 orang laki-laki dan 102.791 

orang perempuan, yang berarti seks rasio sebesar 101 %.Struktur 

umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk "muda" 

karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, 

yaitu hampir 30 persen dan penduduk tua (umur diatas 60 tahun) 

tidak mencapai 6 persen. 

Tabel4.2 
Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau 

15,928 

Selatan II 11,549 10,896 105.99 

Selatanl 7,536 7,358 102.42 

Selatan II 14,747 14,535 101.46 

Timurl 16,846 17,485 9635 

Timurii 16,174 16,121 100.33 

Utara I 8,055 7,743 104.03 

Utaraii 17,577 17,438 100.80 

108,412 107,858 100.51 

106,709 106,309 100.38 

104,996 104,597 100.38 
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Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan 

variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana 

setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota 

Lubuklinggau memiliki luas 401,50 km2
• Berdasarkan Iuas tersebut 

kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 

62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan 

potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. 

2. Deskripsi Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II merupakan salah satu SKPD 

yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kota Lubuklinggau, yang dibentuk 

dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 tahun 2008 

tertanggal 26 Juni 2008 tentang susunan organisasi dan Tata KeJja 

Kecamatan dan Kelurahan. Secara adminsitratif kecamatan lubuklinggau 

Timur II terdiri dari Sembilan (9) Kelurahan antara Lain: 

a. Kelurahan Mesat seni 

b. Kelurahan Mesat Jaya 

c. Kelurahan Dempo 

d. Kelurahan Wirakarya 

e. Kelurahan Jawa Kiri 

f. Kelurahan Jawa Kanan 

g. Kelurahan Jawa Kanan SS 

h. Kelurahan Cereme Taba 

i. Kelurahan Karya Bakti 
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Kecamatan lubuklinggau Timur II memiliki Iuas wilayah 1.012,40 

Ha atau 10,1240 Km2
, dengan rincian sebagai berikut: 

a Kelurahan Mesat seni : 682,79Km2 

b. Kelurahan Mesat Jaya : 290,300 Km2 

c. Kelurahan Dempo : 13,48 Km2 

d. Kelurahan Wirakarya :28,25 Km2 

e. Kelurahan Jawa Kiri : 62,50Km2 

f. Kelurahan Jawa Kanan :62,50 Ha 

g. Kelurahan Jawa Kanan SS : 14,81 Ha 

h. Kelurahan Cereme Taba : 143,37 Ha 

i. Kelurahan Karya Bakti :59,75 Ha 

Adapun batas wilayah adminsitrasi Kecamatan Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

a Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan selatan I 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Barat I 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan selatan II 

Adapun jum1ah bangunan rumah tempat tinggal di wilayah 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II yang terdiri dari sembilan Kelurahan 

yang terdiri dari 78 Rukun Tetangga, secara ekplisit dapat dilihat pada 

tabel 1.1 di bawah ini : 
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Tabel4.3 
Jumlab Banguoao Rumab Tempat Tioggal 

di wilayab Kecamatao Lubuklioggau Timur II 

No Nama Keluraban Jumlab baoguoao 
Rumab 

I Kelurahan Mesal seni 681 

2 Keluraban Mesal Jaya 913 

3 Keluraban Dempo 702 

4 Keluraban Wirakarya 797 

5 Keluraban cereme taba 1592 

6 Keluraban Jawa Kiri 577 

7 Keluraban Jawa Kanan 273 

8 Keluraban Jawa Kanan SS 1111 

9 Keluraban Karya Bakti 853 

Jumlab 7141 

Sumber: D10lah dari Data Kelurahan Desember 2016 
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Secara umum jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II tahun 2016 beljumlah 31.192 Jiwa 

dengan jumlah kepala Keluarga sebanyak 9.125 yang terse bar di 

sembilan kelurahan. Ada pun struktur penduduk yang yang ada dalam 

wilayah kecamatan Iubuklinggau Timur II dapat dilihat dalarn table 

Berikut: 

TabeL4.4 
Strnktur Jumlab peoduduk Berdasarkan Usia 

Struktur Usia Laid-laid Perempuan Total 

00-05 1239 1261 2500 

06-10 1205 1248 2453 

1J-15 1307 1285 2592 
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16-20 1225 1170 2395 

21-25 1290 1290 2580 

26-30 1501 1302 2803 

31-35 1187 1234 2421 

36-40 1191 1157 2348 

41-45 1022 1054 2076 

46-50 1038 1075 2131 

51-55 958 905 1863 

56-60 865 961 1826 

61-65 678 702 1380 

66-75 620 679 1299 

76> 287 301 588 

1um1ah 15.613 15.624 31.237 

Sumber: Data Kependudukan Bulan Desember Tahun 2016 Kasi Pemenntahan 
KecLubuklinggau Timur II 

TabeL4.5 
Struktur Penduduk Berdasarkan Kepala Ke1uarga Per Ke1uraban 

Ke1nrahan Jom1abKK KET 

MesatSeni 714 

Mesat1aya 1739 

JawaKanan 296 

JawaKanan SS 1459 

JawaKiri 624 

Wmlkarya 830 

Dempo 696 

KaryaBakti 865 

CeremeTaba 1902 

Jum1ah 9125 

Sumber: Data Kependudukan Bulan November Tabun 2016 Kas\ Pemenntahan 
KecLubuklinggau Timur II 
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TabeL4.6 
Struktur Penduduk Berdasarkan Keluraban 

Keluraban Laki-laki Perempuan Total 

MesatSeni 1150 1108 2258 

MesatJaya 2180 2203 4383 

JawaKanan 573 561 1134 

Jawa Kanan SS 2432 2423 4855 

JawaKiri 1371 1387 2758 

Wirakruya 1607 1698 3305 

Dempo 1000 1070 2070 

KaryaBakti 1811 1801 3612 

CeremeTaba 3438 3379 6817 

Jumlab 15.562 15.630 31.192 

Somber. Data Kependudukan Bulan Nov em beT Tabun 2016 Kas1 Pemenntaban 
Kec.Lubuklinggau Tunur 11 

TabeL4.7 
Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jenjang pendidikan Laki-laki Perempnan Total 

Tidak sekolab 6303 6122 12.425 

Sd Sederajat 3105 3087 6.192 

SL TP Sederajat 2137 2392 4529 

SLTA Sederajat 2929 2857 5786 

Akademildiploma 660 748 1394 

Sarjana 349 377 726 

Pasca Sarjana 69 7l 140 
. . 

Sumber. Data Kependudukao Bulan Nobcrnber Tabun 2016 Kas1 Pemenntaban 
Kec.Lubuklinggau Timor II 
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Tabel4.8 
Struktur Peoduduk Berdasarkao Pekerjaaao 

Jeois Pekerjaao Jumlah 

Belum Bekelja 6358 

PNS 973 

TNI/Polri 165 

Wiraswasta 2793 

Mahasiswa 8890 

Paramedis 92 

Petani!Petemak 557 

Pensiuoao 610 

Buruh 5472 

Nelayan 0 

Pedagang 2617 

Pegawai Swasta 1898 

Dosen 24 

Sumber: Data Pegawat Swastaa Kependudukao Bulao November Tahuo 2016 Kast 
Pemerintahan Kec.Lubuklinggau Timur ll 

3. Tugas dan Fungsi Aparatur Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

a Camat 

1) Camat meinpunyai tugas sebagai berikut: 

a) Menyusun program kerja tahunan 

b) Melakukan pembinaan di bidang pemerintahan umum, 

pemerintahan desa dan pertanahan. 

c) Memimpin, membimbing dan memberikan petunjuk serta 

melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi bawahannya. 

d) Mengkoordinasikan instansi vertikal dan instansi ot<inom di 

Kecamatan 
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e) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam arti 

memberikan bimbiilgan penyusunan tata desa dan pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka Unit Daerah Kelja Pembangunan (UDKP) 

f) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

2) Camat mempunyai fungsi sebagai berikut; 

a) Pelaksanaan tertib administrasi yang menyangkut semua aspek 

dalam tatanan prosedur pemerintahan. 

b) Pembinaan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan pengabdian 

dan kesetiaan kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara 

c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan sosial 

d) Peningkatan kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam penertiban 

aparatur pemerintahan serta koordinasi atas kegiatan instansi 

pemerintahan di wilayah Kecamatan 

e) Pelaksanaan kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek 

pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan 

f) Penggalian sumber-sumber PAD secara resmi dan sah untuk 

menunjang pembangunan daerah 

g) Peningkatan pembinaan agama, kepercayaan, pendidikan dan 

pelayanan masyarakat 

h) Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga, KB dan 

kependudukan 

i) Pembinaan politik kearah suksesnya PEMILU 
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b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut: 

I) Meiakukan pembinaan administrasi baik administrasi umum, 

keuangan dan rumah tangga 

2) Memberikan pelayanan tekuis administratif kepada seluruh satuan 

organisasi Pemerintah Kecamatan. 

3) Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan 

bidangnya 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Camat. 

c. Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut: 

I) Melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa 

/kelurahan 

2) Menyelenggarakan administrasi kependudukan 

3) Melaksanaan pembinaan politik daiam negeri 

4) Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan di bidang 

pertanahan/keagrarian dan perpajakan (PBB) 

5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai 

bidangnya 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
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Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada camat. 

d. Kasubag Umum 

Kasubag Umum mempunyai tugas sebagai berikut: 

I) Melaksanakan urusan tata usaha, sumt menyumt, kearsipan, dan 

kepegawaian 

2) Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus peljalanan dinas 

serta menyelenggamkan urusan keamanan dan kebersiban kantor 

3) Mengbimpun dan mengelola data perlengkapan serta 

menyelenggamkan analisis dan pemlatan lainnya 

4) Melaksanakan urusan rumah tangga, pemelibaman perlengkapan, 

pemlatan kebersihan dan ketertiban kantor 

5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 

e. Kasubag Keuangan 

Kasubag keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Mengbimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 

anggamn dinas 

2) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan 

3) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

4) Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya 

5) Melaksanakan pengurusan pencairan dana dan melaksanakan kontrol 

keuangan secam periode 
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6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 

f. Seksi ketentraman dan ketertiban 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut: 

l) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 
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2) Melaksanakan pembinaan polisi pamong praja dan aparat ketertiban 

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai dengan bidangnya 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 

Seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dengan yang dimaksud 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. 

g. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa!Kelurahan, 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

l) Melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian 

Desa!Kelurahan, produksi dan distribusi 

2) Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup 

3) Melaksanakan pendidikan dan latihan ketrampilan bagi masyarakat 

desa 

4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai dengan bidangnya 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang diberikan oleh Camat 
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Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. 

h. Seksi kesejahteraan sosial 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut: 

I) Melaksanakan koordinasi penyusunan program kesejahteraan sosial 

2) Malaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial 

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai bidangnya 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Camat. 

i. Seksi pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut: 

I) Melakukan urusan pelayanan yang meliputi kekayaan dan 

inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan 

prasarana 

2) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai bidangnya 

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. 
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B. Hasil Penelitian 

I. Tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai pada pegawai 

khususnya pegawai dilingkungan Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

sangatlah penting sekali dalam meningkatkan kinelja pegawai dalam 

menjalankan tugasnya terutama pegawai Kanto Camat Lubuklinggau 

Timur II. Dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai ini, maka 

kesejahteraan pegawai meningkat dan diharapkan pegawai fokus 

terhadap tugas pokok dan fungsinya. Hasil wawancara dengan Camat 

Lubuklinggau Timur II, yakni sebagai berikut: 

'Tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah untuk 
meningkatakan kinelja pegawai termasuk pegawai di Kecamatan 
Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau" 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah untuk 

meningkatkan kinelja pegawai, sebab terkadang pegawai kurang 

termotivasi kelja diakibatkan gaji yang diterima setiap bulan tidak 

mencukupi untuk memenuhi keluarganya, maka terkadang pegawai 

mencari kelja sambilan ataupun mencari penghasilan tambahan dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kantor masing-masing. Hasil 

wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah untuk 
meningkatkan kinelja dan kedisiplinan kami dalam menjalankan 
tugas sebagai abdi negara, sehingga kami harus profesional dalam 
menjalankan tugas masing-masing'' 
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Pemberian tambahan penghasilan pegawai dapat berdampak positif 

terhadap peningkatan kinelja pegawai. Dengan adanya tambahan 

penghasilan pegawai pegawai berlomba-lomba untuk bekelja dengan 

lebih giat lagi. Sebab pemberian tambahan penghasilan pegawai 

berdasarkan kinelja pegawai, kedisiplinan, dan pelaksanaan tupoksi. 

Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Apabila kami tidak mengikuti ape! pagi, maka pembayaran 
tunjangan per-bulan dipotong, begitupun juga jika tidak masuk 
kantor selama I hari atau lebih tanpa keterangan, maka tunjangan 
akan dipotong" 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai didasarkan atas kinelja 

pegawai, sebab pemberian tunjangan ini diperuntukkan bagi pegawai 

yang rajin bekelja dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pegawai. Begitupun sebaliknya bagi pegawai yang malas dalam 

menjalankan tugasnya, maka tunjangan kineljanya per-bulan akan 

dipotong. HasH wawancara dengan Sekretaris Camat Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai, 
berdasarkan kinelja pegawai dalam menjalankan tugasnya, maka 
dari itu apabila ada pegawai yang melalaikan tugasnya tanpa 
keterangan, maka tambahan penghasilan pegawaiakan dipotong'' 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai tidak hanya diberikab 

secara cuma-Cuma kepada pegawa~ namun dengan pemberiangan 

tambahan penghasilan pegawaidiharapkan setiap pegawai fokus dan 

disiplin terhadap tugas yang telah diberikan, sebab tujuan dari pemberian 

tambahan penghasilan pegawaiadalah untuk meningkatkan kinerja 
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pegawai dalam meqjalankan tugasnya. Hasil wawancara dengan Kabag 

Kepegawain Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, yakni 

sebagai berikut: 

"Memang benar, kami selalu mengbitung dan mengontrol setiap 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya, apabila ada yang !alai, 
maka akan ada pengurangan point yang besarannya sudah 
ditentukan" 

Berdasarkan basil wawancara di atas, terlihat bahwasanya tujuan 

diberikannya tambahan pengbasilan pegawai adalah untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Apabila ada pegawai yang melalaikan togas 

seperti tidak masuk kantor tanpa keterangan ataupu terlambat mengikuti 

apel, maka akan terjadi pengurangan point dan setiap bulan dihitung dan 

dipotong berdasarkan point yang telah didapatkan selama menjalankan 

tugas (1 bulan) 

2. Manfuat pemberian tambahan pengbasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur ll Kota Lubuklinggau 

Pemberian tambahan pengbasilan pegawai memiliki manfuat bagi 

pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya tunjangan 

tambahan, maka pegawai dapat fokus terhadap pekerjaan yang telah 

diberikan. Tidak memikirkan Iagi pengbasilan dari setiap kegiatan 

ataupun mengharap dari masyarakat sebagai jasa dalam memberikan 

pelayanan. Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur ll Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 
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"Pengahsilan tambahan yang telah diberikan pemeritahan Kota 
Lubuklinggau, sangatlah memberikan manfaat bagi pegawai 
terutama dalam kesejahteraan mereka masing-masing, sehingga 
mereka lebih fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing'' 

Memang benar pemberian tambahan penghasilan pegawai dapat 

memberikan manfaat bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. 

Pegawai tidak mencari penghasilan lain lagi ataupun juga pungutan liar 

yang sangat membahayakan, apabila ada pengaduan dari masyarakat 

teJjadi pungutan liar, maka pegawai akan diberikan sanksi. Dengan 

tambahan penghasilan pegawai diharapkan tidak teJjadi pungutan liar 

kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan 

Lubuklinggau Timur IT Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Semenjak adanya tambahan penghasilan pegawai, kami tidak 
berani lagi melakukan pungutan liar kepada masyarakat, ataupun 
juga mencari celah-celah dana dari pelaksanaan kegiatan" 

Manfaat dari pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi 

pegawai, sebah pegawai bekeJja berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing. PekeJjaan yang dilakukan dibayarkan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan jabatan, pangkat dan golongan masing-masing. 

Kemudian gaji pokok dari pemerintah masih tetap dibayarkan setiap 

bulan, sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi pegawai Kota 

Lubuklinggau, khususnya bagi pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur 

IT. Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Ya pemberian tambahan penghasilan pegawai dari pemerintahan 
Kota Lubuklinggau mamberikan manfaat bagi pegawai terutama 
pegawai di Kecamatan Lubuklinggau Timur IT Kota Lubuklinggau" 
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Selain menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya, maka pegawai 

juga mendapatkan tambahan penghasilan pegawaipegawai yang 

dibayarkan dari APBD Kota Lubuklinggau, sehingga penghasilan 

pegawai meningkat dan dengan harapan kinelja pegawai juga ikut 

meningkat. Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

''Y a kaini mendapatkan tambahan penghasilan dari tambahan 
penghasilan pegawai dari pemerintahan Kota Lubuklinggau, 
tunjangan ini dibayarkan berdasarkan kinelja pegawai dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing". 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwasanya 

tambahan penghasilan pegawai sangat memberikan manfaat bagi 

pegawai teruatama dalam peningkatan penghasilan tambahan setiap 

bulan. Namun penghasilan tambahan yang diberikan tidak secarn cuma-

uma, namun didasarkan atas kedisiplinan dan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing. Apabila pegawai malas dalam menjalankan 

tugas, maka tunjangan tambahannya akan dipotong setiap bulan, begitu 

sebalinya jikalai rajin dalam menjalankan tugas, maka akan diberikan 

tunjangan yang layak diterimanya. 

3. Mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai di · Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan tidak hanya 

dengan cuma-cuma, ada mekanismenya seperti apabila pegawai tidak 

menjalankan tugas dengan baik (tidak masuk kantor tanpa alasan, tidak 

apel pagi), maka dilakukan pengurangan point, sehingga dalam 

penerimaanya akan berkurnng, tidak full lagi menerima tambahan 
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penghasilan pegawaiper-bulannya. Hasil wawancara dengan Camat 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a ada mekanismenya seperti tidak ape! dan meninggalkan kantor 
tanpa keterangan, maka akan teijadi pengurangan dalam menerima 
tambahan penghasilan pegawainya, sehingga hal ini sangat efektif 
dalam menuntut pegawai untuk bekeija dengan maksimal" 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kineija 

pegawai dalam menjalankan tugasnya, sebab yang dibayarkan itu adalah 

kineija pegawai, dalam artian menerima tambahan penghasilan 

pegawaidalam setiap tidak pemah sama, karena teijadi pemotongan-

pemotongan, yang diakibatkan pegawai tidak melaksakan tugas dengan 

baik. Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timor 

II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Saya merasakan sendiri pemah dilakukan pemotongan, karena 
saya tidak ikut ape! sebanyak 5 kali dan izin tanpa keterangan 
sebanyak 3 kal~ sehingga tunjangan yang saya terima setiap bulan 
sedikit berkuran" 

Memang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kineija 

pegawai itu sendi~ maka dari itu bagi pegawai harus sangatlah 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan. Jika tidak 

bekeija dengan baik, maka pengahsilan tambahan yang diberikan oleh 

pemerintahan Kota Lubuklinggau tidak didapatkan secara baik. 

Tambahan penghasilan pegawaisangatlah efektif untuk meningkatkan 

kineija dan kedisiplinan pegawai. Hasil wawancara dengan pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 
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"Saya pernah dipotong dalam menerima tambahan penghasilan 
pegawa~ karena saya pernah tidak masuk kantor tanpa izin selama 
5 hari, sehingga saya tidak menerima penghasilan tambahan full di 
bulan ini" 

Memang kinelja hams selalu ditingkatkan terutama dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya 

tambahan pengbasilan pegawaidiharapkan bagi pegawai untuk fokus 

dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak mencari pengbasilan 

lewat cara-cara yang tidak halal, seperti pungutan liar dan 

membengkakkan anggaran untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap 

kegiatan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"ya pemberian tambahan penghasilan pegawai ada mekanismenya, 
pegawai tidak secara otomatis menerimanya, namun didasarkan 
atas kineljanya, siapa yang memiliki kinelja yang baik, akan 
mendapatkan tunjangan yang cukup dan sebaliknya jika malas 
dalam melaksanakan tugas, maka tunjangan yang didapat akan ada 
pemotongan" 

Berdasarkan basil wawancara di atas, bahwasanya pemberian 

tambahan pengbasilan pegawaidi Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

Kota Lubuklinggau melalui mekanisme yang baik seperti pemberian 

tu[\jangan kepada pegawai yang rajin menjalankan tugas dengan baik, 

maka akan diberikan tunjangan sesuai dengan pekeljaanya, namun jika 

malas dalam menjalankan tugasnya, maka tunjangan yang diberikan akan 

dilakukan pemotongan-pemotongan sesuai dengan pelanggaran yang 

telah dilakukan. 
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4. Analisis pemberian tambahan penghasilan pegawai 

Pemberian tunjangan daerah setidaknya dapat memacu pegawai 

untuk melakukan pekeljaan dengan baik, sebab setiap pekeljaan yang 

dilakukan dihargai oleh pemerintah daerah Kota Lubuklinggau, dimana 

diberikan tunjangan berdasarkan kineljanya. Pegawai yang sering 

melanggar, maka akan sedikit mendapatkan tunjangan, namun apabila 

pegawai melaukan tugas dengan baik, maka pegawai akan mendapatkan 

tunjangan yang setimpal. Dengan demikian, apabila pegawai ingin 

medapatkan tunjangan yang full, maka harus bekelja dengan baik dan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun sebalinya pegawai 

yang malas-malasan dalam bekelja, maka diberikan tunjangan sesuai 

dengan apa yang telah dikeljakan dan teljadi pemotongan sesuai dengan 

pelanggaran yang telah dilakukan. Hasil wawancara dengan Camat 

Lubuklinggau Timur IT Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

''Tambahan penghasilan pegawai dapat berdampak positif terhadap 
pelaksanaan tugas pegawai, seperti tidak ada lagi pungutan liar dan 
pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, agar 
tidak teljadi pemotongan dalam pemberian tambahan penghasilan 
pegawaipegawai" 

Dengan pemberian tambahan penghasilan pegawaipegawai, maka 

setiap kegiatan yang dilaknkan di kantor, tidak adalagi honoriumnya, 

sebab sudah dibayarkan melalui tambahan penghasilan pegawaisetiap 

pegawai. Apabila hal itu menyangkut tugas pokok dan fungsinya, maka 

pegawai wajib melaksanakannya. Kemudian pungutan liar tidak teljadi 

Iagi, pegawai harus melayani masyarakat dengan baik, apalagi hal 

tersebut merupakan tugas pokok dan fungsinya, maka tidak ada lagi 
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pungutan liar kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 

"Kami tidak berani lagi mencari seserang dengan cara pungutan 
liar, apabila ini dilakukan dan diketahui oleh pimpinan, maka kami 
akan diberikan sanksi yang berat, karena kami harus memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada msyarakat" 

Para pegawai tidak berani untuk melakukan hal-hal yang bukan 

menjadi tugas pokok dan fungsinya. Pegawai harus menjalankan tugas 

dengan baik, sebab pegawai telah diberikan tambahan penghasilan 

pegawaioleh pemerintahan Kota Lubuklinggau. Pegawai hendaknya 

bekeija dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kreativitas keija 

sehingga menghasilkan produktifitas keija dengan baik, maka dengan 

demikian dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 

Hasil wawancara dengan pegawai Kecamaatan Lubuklinggau Timur II 

Kota Lubuklinggan, yakni sebagai berikut: 

"Kami dituntut untuk bekeija dengan baik dan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing, kami harus memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, karena kami telah 
diberikan tambahan penghasilan pegawai" 

Dengan diberikannya tambahan penghasilan pegawai diharapkan 

pegawai dapat bekeija dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing, sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan 

maksimal kepada msyarakat dan masyarakat merasa dilayani dengan baik 

dalam menghadapi setiap pegawai terutama di Kecamatan Lubuklinggau 

Timur II Kota Laubuklinggau. Hasil wawancara dengan Camat 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 
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"Ya pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai, 
diharapkan pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik, 
terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar 
masyarakat merasa terlayani dan dihargai dalam berurusan di 
Kantor Kecamatan ini" 

Berdasarkan basil wawancara di atas, terlihat bahwasanya 

tambahan penghasilan pegawai dapat memberikan manfaat kepada 

pegawai terutama dalam peningkatan kesejahteraan pegawai dengan 

ditambahnya penghasilan pegawai setiap bulannya. Dengan adanya 

penghasilan tambahan, maka diharapkan pegawai dapat bekeraj dengan 

maksimal dan fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat. Kemudian pungutan liar dan mencari 

tambahan dengan markup anggaran, diharapkan tidak teJjadi Jagi demi 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 

5. Perencanaan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai setelah menerima 

tambahan penghasilan pegawai 

Kedisiplinan pegawai sangatlah penting dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya untuk melayani mamsyarakat, kedisiplinan seperti 

ape! pagi dan sore, datang ke kantor tepat waktu, memberikan informasi 

jikalau tidak masuk kantor dan mintak izin ketika meninggalkan kantor, 

hal ini sangatlah perlu diperhatikan oleh setiap pegawai dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur 

II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Kedisiplinan sangatlah penting bagi pegawai seperti apel pagi dan 
sore, datang ke kantor tepat waktu, memberikan informasi j ikalau 
tidak masuk kantor dan mintak izin ketika meninggalkan kantor, 
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agar pegawai dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat". 

Kedisiplinan sangatlah penting bagi pegawai dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Apalagi pegawai telah diberikan tambahan penghasilan 

pegawaisebagai penghasilan tambahan, namun terkadang hal ini tidaklah 

cukup bagi pegawai, masih ada saja pegawai yang kurang disiplin dan 

tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik kepada 

masyarakat Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau 

Timur ll Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a saya sadari sering kurang disiplin dalam menjalankan tugas 
seperti jarang ikut ape! dan tidak masuk kantor tanpa izin, namun 
saya menyadari bahwasanya saya salah dan siap diberikan sanksi 
berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai" 

Ketika pegawai malas dalam menjalankan tugasnya dan !alai 

terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat, maka 

sanksi yang didapat adalah pemotongan pembayaran tunjangan setiap 

bulan, hal ini merupakan konsekuensi dan pelajaran bagi pegawai untuk 

selalu bekelja secara optimal dalam melayani masyarakat Sangatlah 

diperlukan embinaan terns dilakukan agar pegawai yang malas dan kurang 

disiplin dapat melakasanakan tugasnya dengan baik. Hasil wawancara 

dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur ll Kota Lubuklinggau, 

yakni sebagai berikut: 

"Kami selalu dipanggil dan diberikan pembinaan, agar disiplin 
dalam bekelja oleh pak Camat, dengan harapan kami dapat 
menyadari dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh" 
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Kedisiplinan pegawai sangatlah menentukan keberhasilan 

organisasi, maka dari itu diperlukan kretaifitas Camat selaku pemimpin 

tertinggi di Kecamatan agar dapat memberikan pembinaan bagi seluruh 

pegawai yang dipimpimnya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. 

Walaupun telah diberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai 

penghasilan tambahan bagi pegawai, namun hal ini tidaklah menjamin 

secara menyeluruh bahwasanya pegawai dapat bekerja dengan baik. Hasil 

wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, 

yakni sebagai berikut: 

"Y a dengan tambahan penghasilan pegawai belum menjamin 
bahwa pegawai dapat bekerja dengan baik, masih ada saja pegawai 
yang malas, maklum setiap pegawai memiliki karakter dan 
motivasi kerja yang berbeda-beda" 

Walaupun masih ada pegawai yang malas dan kurang disiplin 

dalam menjalankan tugasnya, maka pembinaan yang diberikan oleh Camat 

sangatlah penting, agar pegawai benar-benar dapat menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya dengan baik. Pegawai terkadang masih kurang 

menyadari bahwasanya mereka adalah abdi negara dalam melayani 

masyarakat dan kemudian diberikan gaji dan tunjangan agar dapat bekerja 

dengan baik. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Pegawai adalah abdi negara, pegawai telah diberikan gaji dan 
tunjangan, agar pegawai dapat beke!ja dengan fokus, sehingga 
pegawai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan 
baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat'' 

Berdasarkan basil wawancara di alas, terlihat bahwasanya masih 

ada pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas, padahal 
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pegawai telah diberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai 

penghasilan tambahan dengan harapan pegawai dapat bekelja secara 

maksimal dan optimal dalam menjalankan tugasnya, namun masih ada saja 

yang kurang memahaminya dengan baik, maka dari itu sangatlah perlu 

dilakukan pembinaan kepada pegawai yang kurang disiplin dan malas 

untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 

6. Program untuk meningkatkan kineJja pegawai 

KineJja pegawai sangatlah diharapkan meningkat dengan baik 

setelah diberikannya tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan 

tamabahan pegawai, namun pada kenyataanya masih ada pegawai yang 

belum memiliki kineJja yang baik, sehingga hal ini menjadi bahan 

pembinaan bagi pimpinan agar dapat memberikan araban dan bimbingan 

kepada para pegawai agar dapat bekelja lebih baik lagi. Hasil wawancara 

dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 

''Y a masih ada pegawai yang memiliki kinelja rendah, padahal 
tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan tambahan 
pegawai dalam menjanlankan tugas diharapkan dapat meningkat 
dengan baik" 

Masih banyak pegawai yang kurang menyadari bahwasanya 

meraka ditugaskan untuk bekelja dengan baik dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun hal ini tidaklah 

dilakukan dengan baik dan dilalaikan, pegawai masih ada saja mencari 

seseran tambahan penghasilan dan terkadang meninggalkan tugas yang 

telah diamanahkan, maka hal ini tidak dibenarkan, bahwasanya tujuan 

pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan tambahan 
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pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hasil wawancara 

dengan pegawai Camat Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, 

yakni sebagai berikut: 

"Y a kinelja pegawai setelah menerima tunjangan kinelja, ada 
yang meningkat, ada yang sedang saja peningkatannya dan ada 
yang tidak sama sekali peneingkatakatanya, maklum setiap 
pegawai memiliki kemampuan dan motivasi kelja yang berbeda­
beda" 

Setiap pegawai memiliki kinelja yang berbeda, dikarenakan 

pegawai memiliki motivasi dan kemampuan kelja yang berbeda juga, 

maka adari itu sangatlah perlu menjadi perhataian bagi pimpinan 

bagimana meningkatkan kinelja pegawai yang masih rendah dalam 

menjalankan tugasnya, sebab jikalau hal ini dibiarkan, maka akan 

menghambat dalam peningkatan kinerja Kantor Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikiut: 

"Ya kami diantara pegawai tidaklah sama peningkatan kineljanya, 
karena kami memiliki visi kelja yang berbeda-beda, sehingga hal 
ini melijadi perhatian pimpinan, agar semua pegawai bekelja 
dengan maksimal". 

Memang harapan diberikannya tambahan penghasilan pegawai 

agar kinelja pegawai meningkat, namun pada kenyataannya setelah 

diberikan tambahan penghasilan pegawaipegawai masih ada pegawai 

yang malas dan kurang disiplin dalam menjalankan tugas dengan baik. 

Tetapi ada pegawai memang benar-benar menjalankan tugas dengan 

baik, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat 
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memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hasil 

wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota 

Luuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a peningkatan kinerja pegawai setelah diberikan tambahan 
pengbasilan pegawai bervariatif, karena setiap pegawai memiliki 
motivasi kerja yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi bahan 
pemikiran pimpinan agar semua pegawai dapat meningkatkan 
kineijanya dengan baik'' 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlibat bahwasanya 

peningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya bervariatif, 

ada yang malas, rajin dan sedang-sedang saja, hal ini disebabkan 

pegawai memiliki motivasi dan visi kerja yang berbeda-beda. Namun 

sangatlah dibarapkan kepada pimpinan dalam hal ini Camat untuk 

memberikan pernbinaan yang intensif dan dengan metode yang tepat 

agar menyadarkan pegawai yang malas bekerja untuk lebib giat lagi 

dalam menjalankan tugasnya dengan baik. 

7. Pelaksanaan tambahan pengbasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Pelaksanaan tambahan pengbasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Pemberian tambahan 

pengbasilan pegawai diberikan tidak hanya dengan cuma-cuma, ada 

mekanismenya seperti apabila pegawai tidak menjalankan tugas dengan 

baik (tidak masuk kantor tanpa alasan, tidak ape! pagi), maka dilakukan 

pengurangan point, sehingga dalam penerimaanya akan berknrang, 

tidak full lagi menerima tambahan pengbasilan pegawaiper-bulannya. 
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Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Ya ada mekanismenya seperti tidak ape! dan meninggalkan kantor 
tanpa keterangan, maka akan teJjadi pengurangan dalam menerima 
tambahan penghasilan pegawainya, sehingga hal ini sangat efektif 
dalam menuntut pegawai untuk bekerja dengan maksimal" 

Pemberian tambahan penghasilan pegawaiberdasarkan kineJja 

pegawai dalam menjalankan tugasnya, sebab yang dibayarkan itu adalab 

kineJja pegawai, dalam artian menerima tambahan penghasilan 

pegawaidalam setiap tidak pemab sama, karena teJjadi pemotongan-

pemotongan, yang diakibatkan pegawai tidak melaksakan tugas dengan 

baik. Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur 

II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Saya merasakan sendiri pemah dilakukan pemotongau, karena 
saya tidak ikut ape! sebanyak 5 kali dan izin tanpa keterangan 
sebanyak 3 kali, sehingga tunjangan yang saya terima setiap bulan 
sedikit berkuran" 

Memang tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kineJja 

pegawai itu sendiri, maka dari itu bagi pegawai harus sangatlah 

memperhatikan tugas pokok dan fimgsi yang telah diberikan. Tika tidak 

bekeJja dengan baik, maka pengabsilan tambahan yang diberikan oleh 

pemerintahan Kota Lubuklinggau tidak didapatkan secara baik. 

Tambahan penghasilan pegawaisangatlah efektif untuk meningkatkan 

kineJja dan kedisiplinan pegawai. Hasil wawancara dengan pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 
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"Saya pemah dipotong dalam menerima tambahan penghasilan 
pegawai, karena saya pemah tidak masuk kantor tanpa izin selama 
5 hari, sehingga saya tidak menerima penghasilan tambahan full di 
bulan ini" 

Memang kineija harus selalu ditingkatkan terutama dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya 

tambahan penghasilan pegawaidiharapkan bagi pegawai untuk fokus 

dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak mencari penghasilan 

Iewat cara-cara yang tidak halal, seperti pungutan liar dan 

membengkakkan anggaran untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap 

kegiatan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"ya pemberian tambahan penghasilan pegawai ada mekanismenya, 
pegawai tidak secara otomatis menerimanya, namun didasarkan 
atas kineljanya, siapa yang memiliki kineJ;ja yang baik, akan 
mendapatkan tunjangan yang cukup dan sebaliknya jika malas 
dalam melaksanakan tugas, maka tunjangan yang didapat akan ada 
pemotongan" 

Berdasarkan basil wawancara di atas, bahwasanya pelaksanaan 

pemberian tambahan penghasilan pegawaidi Kecamatan Lubuklinggau 

Timur II Kota Lubuklinggau berdasarkan mekanisme yang ditetapkan 

oleh Pemerintahan Kota Lubuklinggau, seperti pemberian tunjangan 

kepada pegawai yang rajin menjalankan tugas dengan baik, maka akan 

diberikan tunjangan sesuai dengan pekeljaanya, namun jika malas dalam 

menjalankan tugasnya, maka tunjangan yang diberikan akan dilaknkan 

pemotongan-pemotongan sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukan .. 
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8. Pola sistem pengawasan pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Sistem pengawasan yang baik sangatlah diperlukan dalam 

pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai terutama di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau. Sistem 

pengawasan yang dilakukan adalah sistem pengawasan terhadap kinetja 

pegawai dalam menjalankan tugas setelah diberikan tambahan 

penghasilan pegawai. Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau 

Timur U Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a sistem pengawasan yang dilakukan adalah dimulai dari 
kegiatan ape! pagi, kemudian melaksanakan tugas sampai ape! sore, 
nanti kelihatan siapa yang tidak melaksanakannya, jika ada yang 
melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan dalam 
pembayaran tambahan penghasilan pegawai" 

Sistem pengawasan yang dilakukan secara rutin setiap hari, karena 

pegawai melaksanakan tugas setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu. 

Sistem pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kinetja 

pegawai dalam menjalankan tugas, sehingga tergambar potret kinetja 

pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan pegawai 

Kecamatan Lubuklinggau Timur U Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 

"Ya kami selalu diawasi terutama dalam ape! pagi, setelah ape! 
kami di absensi, begitu juga setelah ape! sore kami di absensi, 
sehingga ketahuan siapa yang tidak melakukannya". 

Sistem pengawasan sangatlah perlu dilakukan secara berkala, 

pegawai dalam menjalankan tugas terkadan ada yang tidak konsisten. 
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Dengan sistem pengawasan yang baik, maka kineJja pegawai akan 

nampak dengan jelas, bahwasa sejauhmana mereka telah melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jika pegawai malas-malasan 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka pegawai akan 

diberikan sanksi berupa pemotongan, tetapi jikalau melaksanakan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi, maka pegawai akan diberikan tunjangan 

yang sudah ditentukan. Hasil wawancarn dengan Sekretaris Camat 

Kecamatan Lubuklinggau Timur ll Kota Lubuklinggau, yakni sebagai 

berikut: 

"Y a kami diawasi setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsi, 
namun hal ini kami sadari bahwasanya, kami telah diberikan 
tunjangan tambahan, agar kami tidak melalaikannya dan bekelja 
dengan baik'' 

Berdasarkan basil wawancara di atas, terlihat bahawasanya sistem 

pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berjalan 

dengan baik seperti memberlakukan absensi dari ape! pagi sampai ape! 

sore, sehingga aktifitas pegawai selama satu hari menjalankan tugas 

dapat terkontrol dengan baik dan menjadikan gambaran sampai 

sejauhmana pegawai dalam menjalaukan tugasnya dengan baik. 

9. Faktor pendukung pemberian tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur ll Kota Lubuklinggau 

Dengan diberikannya tambahan penghasilan pegawai kepada 

pegawai, maka hal ini merupakan dukungan dari pemerintahan daerah 

Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pemerintah 

Kota Lubuklinggau sangatlah memperhatikan kesejahteraan pegawai, agar 

pegawai dapat bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang 
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terbaik kepada masyarakat Hasil wawancara dengan Camat 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Ya pemerintah Kota Lubuklinggau memberikan dukungan kepada 
pegawai dalam peningkatan kesejahteraan pegawai, agar pegawai 
fokus dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara optimal" 

Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui APBD nya mendukung 

dalam pelaksanaan tugas pegawai dengan cara memberikan tunjangan 

tambahan kepada setiap pegawai. Hal ini didasarkan bahwa gaji yang 

diterima oleh setiap pegawai masih mengalami kekurangan dalam 

menghidupi keluarga merekaa masing-masing. Dengan demikian 

pemerintahan Kota Lubuklinggau peduli akan hal tersebut dengan cara 

memberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan 

tambahan bagi setiap pegawai di Kota Lubuklinggau. Hasil wawancara 

dengan pegawai di Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, 

yakni sebagai berikut: 

''ya pemerintahan Kota Lubuklinggau sangatlah mendukung 
pegawai terutama dalam peningkatan kinerja melalui tambahan 
penghasilan pegawaisebagai penghasilan tambahan bagi pegawai 
dilingkungan pemerintahan Kota Lubuklinggau" 

Dengan dukungan yang telah diberikan kepada pegawai dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka pemerintahan Kota 

Lubuklinggau sangatlah mengharapkan kepada pegawai yang telah 

menerima tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan tambahan 

untuk melaksanakan tugas dengan baik terutama dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan dari pemberian tambahan 

penghasilan pegawaikepada pegawai dapat tercapai dengan baik. Hasil 
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wawancara dengan pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Kami merasa pemerintahan Kota Lubuklinggau telah peduli 
kepada kami, terutama dalam memberikan tambahan penghasilan 
pegawai sebagai penghasilan tambahan bagi kami, sehingga kami 
dapat bekelja dengan baik dalam melayani masyarakat" 

Pemerintahan Kota Lubuklinggau telah memberikan dukungan 

kepada para pegawai melalui tambahan penghasilan pegawai sebagai 

penghasilan tambahan bagi kami sebagai pegawai. Dengan demikian kami 

dapat bekeJja sesuai dengan togas pokok dan fungsi kami sebagai pegawai 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Pemerintah daerah sangatlah menekankan peningkatan kinelja pegawai, 

maka dari ito kami berusaha semaksimal mungkin untok bekalja dengan 

baik terutama dalam menjalankan togas pokok dan fungsi kami masing-

masing. Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan 

Lubuklinggau Timor II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Y a pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau sangatlah 
mendukung dalam peningkatan kineJja pegawai melalui tambahan 
penghasilan pegawaipegawai sebagai penghasilan tambahan bagi 
pegawai dilingkungan Kota Lubuklinggau" 

Berdasarkan basil wawancara di atas, terlihat bahwasanya 

pemerintahan Kota Lubuklinggau memberikan dukungan dalam 

peningkatakan kineJja pegawai, yakni dengan cara memberikan 

tambahan penghasilan pegawaipegawai sebagai pengahasilan tambahan 

bagi pegawai dalam menjalanakn tugasnya masing-masing. Dengan 

diberikan tambahan penghasilan pegawai ini pemerintahan Kota · 

Lubuklinggau sangatlah mengharapkan kineJja pegawai meningkat 
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terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota 

Lubuklinggau. 

I 0. Faktor penghambat pemberian tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau 

Dalam pemberian tambahan penghasilan pegawaiterdapat faktor 

penghambat, yakni masih ada pegawai yang belum maksimal dalam 

peningkatan kineljanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Padahal telah diberikan tunjangan tambahan, namun pegawai belum 

mampu meningkatkan kineljanya, maka dengan demikian hal ini menjadi 

faktor penghambat dalam peningkatan kinelja pegawai melalui pemberian 

tambahan penghasilan pegawaisebagai penghasilan tambahan bagi 

pegawai. Hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota 

Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"Ya terkadang masih ada saja pegawai yang belum mampu 
meningkatkan kineljanya, masih ada l\ia pegawai melalaikan 
tugasnya, sehingga hal ini sangat menghambat peningkatan kinerka 
Kantor Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" 

Pegawai terkadang masih ada yang belum menyadari terutama 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pemberian 

tambahan penghasilan pegawaibertujuan untuk meningkatkan kinelja 

pegawai dalam menjalankan tugasnya, namun kenyataannya dilapangan 

masih saja pegawai belum mampu untuk meningkatkan produktifitas 

keljanya dengan baik, sehingga tujuan pemberian tambahan penghasilan 

pegawaitidak tercapai dengan maksimal. Hasil wawancara dengan 

pegawai Kecamatan LtJbuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni 

sebagai berikut: 

43304.pdf



93 

"Y-a masih -ada pegawai yang telat -ape! dan bahkan tidak mengikuri 
ape! pagi, kemuudian tidak datang ke kantor tanpa keterangan dan 
bahkan ada yang meninggalkan kantor tanpa izin, sehingga hal ini 
sangat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat" 

Memang benar masih -ada pegawai yang belum menjalankan tugas 

dengan baik, sebab pegawai memiliki kemampuan dan Jatar belakang 

yang berbeda-beda, namun hal ini menjadi tugas Camat dan 

pemerintahan daerah dalam memberikan pembinaan kepada pegawai 

yang belum meningk-atkan kinetja dengan m-aksim-al, sehingga pegawai 

tersebut cepat menyadari dan kemudian dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil 

wawancara dengan Camat Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, 

yakni sehagai berikut: 

"Ya saya melihat masih ada pegawai yang belum melaksanakan 
tugasnya dengan baik, maka dari itu saya melakukan pembinaan 
kepada pegawai terutama yang malas dan kurang disiplin dalam 
menjalankan tugasnya dengan baik". 

Pegawai memiliki banyak problem dalam menjalankan tugasnya, 

maka dari itu, Camat selaku pemimpin tertinggi diwilayah 

Kecamatannya, hendaknya dapat memberikan masukan, dorongan dan 

binaan kepada setiap pegawai, agar dapat melaksanakan tugas dengan 

baik. Sebab ~iap pegaw-ai telah menerima tambahan penghasilan 

pegawaisebagai penghasilan tambahan dari pemerintahan Kota 

Lubuklinggau agar kineJja pegawai meningkat dan dapat melayani 

masyarakat secara optimal Hasil wawancara dengan sekretaris Camat 

Lubuklinggau Timur H Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 
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"Ya pegawai yang malas dan kurang disiplin dalam menjalankan 
tugasnya diberikan bimbingan dan araban dari Camat, sehingga 
mereka dapat bekerja lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya" 

Banyak faktor yang menyebabkan alasan, mengapa pegawai dalam 

menjalankan tugasnya kurang begitu maksimal seperti faktor kreativitas, 

motivasi dan semangat kerja, -sehingga mereka tidak maksimal dalam 

meqjalankan tugasnya. Hendaknya apabila sudah diberikan tambahan 

penghasilan pegawai, maka pegawai harus bekerja dengan kreatifrtas dan 

semangat agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat 

dilakukan secara optimal. Hasil wawancara dengan pegawai Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut: 

"ya kami sering diberikan pembinaan terutama yang malas dalam 
mengikuti ape! pagi, setiap ape! selalu diabasensi siapa yang tidak 
ikut ape) dan datang terlambat" 

Berdasarkan basil wawancara di atas bahwasanya faktor 

penghambat dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah 

sumber daya manusia, yakni pegawai walaupun sudah diberikan 

tunjangan penghasilan tambahan, namun masih juga belum optimal 

dalarn menjalankan tugasnya, maka dari itu perlu dilakukan pembinaan 

kepada pegawai yang memiliki kinerja rendah, agar kedepannya pegawai 

mampu bekerja secara optimal dalarn melayani masyarakat. 
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C. Pembahasan 

I. Efektifitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Berdasarkan basil wawancara di atas bahwasanya pemberian 

tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan tambahan pegawai 

dalam menjalankan tugas beljalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari 

pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan mekanisme dan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemenrintahan Kota Lubuklinggau 

seperti pemberian tunjangan kepada pegawai yang rajin menjalankan 

tugas, maka akan diberikan tunjangan sesuai dengan pekeljaanya, namun 

j ika mal as dalam menjalankan tugasnya, maka akan diberikan sanksi 

berupa pemotongan-pemotongan sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukan. 

Tambahan penghasilan pegawai dapat memberikan manfuat kepada 

pegawai terutama dalam peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan 

adanya penghasilan tambahan, maka pegawai dapat bekelja dengan 

maksimal dan fokus dalam me!Ualankan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pelayan masyarakat. Kemudian pungutan liar dan mencari 

tambahan dengan markup anggaran, tidak teljadi lagi demi memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 

Pemberian tambahan penghasilan pegawai tidak terlepas dari 

tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatnya kinelja pegawai. 

Menurut teori Gibson efektifitas berarti membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan basil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau basil pekeljaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 
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sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif 

Kemudian peningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan 

tugasnya bervariatif, ada yang malas, rajin dan sedang-sedang saja, hal ini 

disebabkan pegawai memiliki motivasi dan visi kerja yang berbeda-beda. 

Menurut basil penelitian Rusilawati, Djumadi dan Irawan (2014) 

menyatakan bahwasanya "pemberian insentif secara langsung dapat 

memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja, atau para pegawai merasa 

terpacu untuk melaksanakan tugasnya dan berorientasi kepada basil kerja 

yang lebih baik". 

Begitu juga basil penelitian Mardjoen (20 13 :67) menyatakan 

Tunjangan KineJja Daerah berpengarub positif terhadap KineJja Pegawai. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variable bebas secara bersama"sama 

berpengaruh positif terbadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesebatan 

Provinsi Oorontalo, dimana nilai P tabel 0,000 < 0,05. Koofisien 

determinasi (R2) menunjukkan besamya kontribusi 76,5% dari Tunjangan 

KineJja Pegawai, sedangkan sisanya sebesar 23,5% berupa kontribusi dari 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Namun sangatlah diharapkan kepada pimpinan dalam hal ini 

Carnal untuk memberikan pembinaan yang intensif dan dengan metode 

yang tepat agar menyadarkan pegawai yang malas bekerja untuk lebih giat 

lagi dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan sistem 

pengawasan di Kecamatan Lubuklinggau Timor II Kota Lubuklinggau 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik seperti 
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memberlakukan absensi dari apel pagi sampai apel sore, sehingga aktifitas 

pegawai selama satu hari menjalankan tugas dapat terkontrol dengan baik 

dan menjadikan gambaran sampai sejauhmana pegawai dalam 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

2. Faktor pendukukung dan penghambat pemberian tambaban 

penghasilan pegawai 

Pemerintahan Kota Lubuklinggau sangat memberikan dukungan 

dalam peningkatakan kinelja pegawai, yakni dengan cara memberikan 

tambahan penghasilan pegawai sebagai pengahasilan tambahan bagi 

pegawai dalam menjalanakn tugasnya masing-masing. Dengan diberikan 

tambahan penghasilan pegawai ini pemerintahan Kota Lubuklinggau 

sangatlah mengharapkan kinelja pegawai meningkat terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuldinggau. 

Selama proses pemberian tuJUangan daerah tentunya ada faktor 

penghambat dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah 

sumber daya manusia, yakni pegawai walaupun sudah diberikan tunjangan 

penghasilan tambahan, namun masih ada juga pegawai yang belum 

optimal dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu perlu dilakukan 

pembinaan kepada pegawai yang memiliki kinelja rendah, agar 

kedepannya pegawai mampu bekelja secara optimal dalam melayani 

masyarakat. Berikut ini tabel pemberian tambahan penghasilan pegawai 

beserta potongannya setiap bulan di Kecamatan Lubuklinggau Timur ll 

Kota Lubuklinggan, yakni sebagai berikut: 
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Tabell 
Potongan TPP Kecamatan Lnbuklinggau Timor II 

No Bulan TPP Potongan TPP dibayarkan 

I Mei2016 Rp. 19.850.000 Rp. 796.475 Rp. 19.053.525 

2 Juni2016 Rp. I 9.850.000 Rp. 2.208.136 Rp. 17.641.864 

3 Juli 2016 Rp. 19.850.000 Rp. 995.594 Rp. 18.854.406 

. . 
Sumber: Bendahara Kecamatan Tunur II Kola Lubukhnggau 

Berdasarkan data di alas, tergambar bahwasanya masih ada 

potongan tunjangan penghasilan pegawai dilingkungan Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II, terlihat dari bulan Mei- Juni (796.475 - 2.208.136) 

mengalami peningkatan yang cukup drastis terhadap potongan tunjangan 

penghasilan tambahan pegawai. Potongan tunjangan penghasilan pegawai 

didominasi oleh tidak apel pagi dan sore setiap pegawai dilingkungan 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, hal ini 

menandakan kedisiplinan pegawai dilingkungan kecamatan lubuklinggau 

timur II masih sangat kurang sekali. 

Melihat data di atas, terlihat bahwasanya masih ada pegawai yang 

kurang disiplin dalam menjalankan tugas, padahal pegawai telah diberikan 

tambahan penghasilan pegawai sebagai penghasilan tambahan dengan 

harapan pegawai dapat bekelja secara maksimal dan optimal dalam 

menjalankan tugasnya, namun masih ada saja yang kurang memahaminya 

dengan baik, maka dari itu sangatlah perlu dilakukan pembinaan kepada 

pegawai yang kurang disiplin dan malas untuk menjalankan tugasnya 

dengan baik. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

I. Pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kantor Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau kurang beljalan dengan efektif. 

Menurut teori Gibson efektifitas, akni membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan basil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau basil pekeljaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun penyebab kurang efektifuya 

pemberian tambahan penghasilan pegawa~ yakni masih ada pegawai yang 

kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya. Potongan tunjangan 

penghasilan pegawai didominasi oleh tidak ape! pagi dan sore setiap 

pegawai, hal ini menandakan kedisiplinan pegawai masih sangat kurang 

sekali. Padahal kegiatan ape! pagi dan sore menjadi indikator kedisiplinan 

pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 

2. Faktor pendukung. Pemerintahan Kota Lubuklinggau sangat memberikan 

dukungan dalam peningkatakan kinelja pegawa~ yakni dengan cara 

memberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai pengahasilan 

tambahan bagi pegawai dalam menjalanakn tugasnya masing-masing. 

Selama proses pemberian tunjangan daerah tentunya ada faktor 

penghambat dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah 

sumber daya manusia, yakni pegawai walaupun sudah diberikan tunjangan 

penghasilan tambahan, namun masih ada juga pegawai yang belum 
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optimal dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu perlu dilakukan 

pembinaan kepada pegawai yang memiliki kinelja rendah, agar 

kedepannya pegawai mampu bekelja secara optimal dalam melayani 

masyarakat 

B. Saran 

1. Pemerintahan Kota Lubuklinggau hendaknya melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai agar kedepannya 

pemberian tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan harapan dan 

dapat membantu percepatan kemajuan Kota Lubuklinggau 

2. Kepada Carnal Lubukinggau Timor II Kota Lubuklinggau agar senantiasa 

memberikan pembinaan dan motivasi kepada pegawai terutama kepada 

pegawai yang kurang disiplin dan malas dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing 

3. Kepada pegawai dilingkungan Kecamatan Lubuklinggau Timor II Kota 

Lubuklinggau, hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kelja 

yang baik, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal 

kepada masyarakat. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI ----- UNIVERSITAS TERBUKA --~ Unit l'rop"am Beb)ar Jank Joalo (UPBJJ..UT) Polembomg · 
11. Sultllll Muhammad Mansyur, Ke<.llit 11om! I, Bukit Lama. Palembang 30139 

Telepon: 0711-443993,443994, Faksimile: 0711-443992 UNIVERSITAS TERSUKA 
B-mail: us-palemhang@utadd 

Nomor: ~2>1 /UN31.28/LU20 17 
Lamp. :. 
Hal. : Pennohonnn lzin Pengumpulan Data Penelitian 

Yth. : Bapak Camat Lubuk Ling:gau Timur II 

20 Maret2017 

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyustman Togas Akhir Program Magister 
(TAPM) mahasiswa Program Magister llmu Administrasi Bi.jang Minat Administrnsi Publik 
(MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau. kmni sampaiakan bahwa mahasiswa 
atas nama: 
Nama· 
NIM 
Judul 

: Hcru Sn.putra Rachman 
:500633303 
: Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegavoni Di !:o:.-unata.."t Lubuk Linwu 
Timur II 

Pembimbing : 1. Dr. Darmanto, M.Ed 

Bennaksud akan melakukan survey olau pengumpulan dat.o penelitian sesnai. dcngan judul 

TAPMte=but. 

Sebubungan dengan hal ten;ebut. kami mohon b:mtuan dar. pcrltenannya dari Dapak Carnal 
Lubuk Linggau lmmr II untuk dapat mengizinkan ~Jllllmsiswa terscbut untuk mengadakan 
pengumpulan data. 

Demikian pennohonan kami sampaikan kiranya wttuk dapat diproses lebih lanjut. Aus 
perhatian dan ketjasaman~ diucapkan terirnakasih. 

Tembusao: 
I. Pemhantu Rektor I dan Ill 
2. Direktur PPs 
3. Dosen Pembimbin8, 
4. Mahasiswa Ybs 

• 
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DOKUMEN PELENGKAP 

Foto bersama Kasubag Keuangan Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

Foto bersama kasubag umum kecamatan Lubuklinggau Timur II 
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DOKUMENPELENGKAP 

F oto bersama Camat Lubuklinggau Timur I1 

Keadaan Saran dan Prasarana Kecamatan Lubuklinggau Timur II 
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,-

PEDOMAN WAWANCARA 

I. Apa tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

2. Apa manfaat pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

3. Bagaimana mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

4. Bagaimana analisis pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam kinelja 

organisasi? 

5. Bagaimana perencanaan untuk meningkatkan kinelja pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

6. Bagaimana program untuk meningkatkan kinelja pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

7. Bagaimana pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai di Kecamatan 

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

8. Bagaimana pola sistem pengawasan pelaksanaan tambahan penghasilan 

pegawai di Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

9. Apa faktor pendukung pemberian tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau? 

10. Apa faktor penghambat pemberian tambahan penghasilan pegawai di 

Kecamatan Lubuklinggau Timur IT Kota Lubuklinggau? 
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Menimbang 

Mengingat 

PRE~ICEN 

~£.PUBLIK INDONESIA 

PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 58 TAHUN 2005 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk me1aksanakan Pasa1 182 dan Pasa1 194 Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Pasa1 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Penge1o1aan Keuangan Daerah. 

1. Pasa1 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelo1aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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PRESIDEN 
~~PUBLIK IN:OONESIA 

-69-

Pasal157 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan 
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasall58 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Agar setiap orang m~getahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
N egara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Desember 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Desember 2005 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

AD INTERIM, 

ttg 

YUSRIL IHZA MAHENDRA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOM OR 140 

Penjelasan 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan 
tata cara penyeienggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam Undang-Undang; 

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peuingkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat, serta peuingkatan daya saing daerah 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, dan kekhasan suatu daerah da1am sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah 
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan 
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan negara; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu 
diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; 

Mengingat ... 
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4. Sub urusan bahasa dan sastra:: 

PRESIOEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 147-

a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
b. pembinaan bahasa dan sastra yang penutumya lintas Daemh kabupatenfkota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi 

kewenangan Daerah provinsi; dan 
c. pembinaan bahasa dan sastra yang penutumya dalam Daerah kabupatenfkota menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur mamYemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan 
masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun 
karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan teJah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga 
kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan mtmjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang 
pendidikan tidak 1agi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupatenfkota. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk 
unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan 
pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian 
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Perundang-undangan 
Kesejahteraan Rakyat, 

Setiawan 

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA. 

ttd. 
DR H. SUSILO BAMBANO YUDHOYONO 
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GUBERNURSUMATERASELATAN 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4 
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAJ NEGERI SIPIL 
DAN CPNS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVlNSl SUMATERA BELA TAN 

Menimbang 

Mengingal 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa pemberian 'fambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai 

Negeri Sipil dan CaJon Pegawai Negeri Sipil telah diatur dengan 

Pcraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumalera Selalan; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembe•ian Tambahan 

Penghasilan · · ,, Pegawai • · · untuk · · ·cmevmjudkan akuntabilitas 

pemberiannya, dipandang perlu melakukan penyesuaian tcrhadap 

pelaksanaan pemberian 'fambahan Penghasilan Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Pcraturan Gubernur 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2013 

tentang .To:1mbahp.n l:'~nghasilan _Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 

1. Undang-Undang Nomor 25 'fahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 1814); 
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2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan 

Negam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Talmn 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan 

Daerah (Lembardn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah Peng_l(anti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pcrubahan atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembardll Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657); 

5. Pemturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

6. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Rcpublik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 tcntang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 

7. Pcraturan Daerdh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (I..embaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Dacrah Provinsi Swnatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); 

43304.pdf



Menetapkan 

-3-

8. Peraturan Gubcmur Nomor 50 Tahun 2010 tcntang Sistcm dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Se!atan 

(Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 1 

Tahun 2013 tcntang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubcmur 

Nornor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan [.Berita Daerah Tahun 

2013 Nomor I); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2014 

Nomor50); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA'I'URAN 
GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS Dl LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. 

Pasall 

Kctcntuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Ncgcri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkung-dn Pemerintah Provinsi Sumatcra Sclatan (Berita 

Dacrah Provinsi Sumatera Selatan 'fahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai 

berikut: 

Kctcntuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (7) diubah, schingga Pasal 5 

berbunyi scbagai bcrikut : 

PasalS 

Kriteria Khusns 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibcrikan kepada: 

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pcgawai Negeri Sipil Daerah 

yang beketja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan 

yang pengangkatannya bcrdasarkan Keputusan pejabat yang 

berwenang; 

b. Pcgawai Negeri Sipil Daerah dan CaJon Pegawai Ncgeri Sipil Daerah 

yang diperbantukanfdipeke!jakan di luar Pemerintah Provinsi 

Sumaterd Selatan yang pcnctapannya berdasarkan Keputusan 

Gubemur. 

c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipeketjakan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatcra Selatan yang 

pcngangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur. 
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil Daerah dan CaJon Pegawai Negeri Sipil Dacrah, dalam 

hal: 

a. mclaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit dan cuti 

melahirkan; 

b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan; 

c. merupakan pcgawai titipan dari pemerintah dacrah lainnya; 

d. sedang melaksanakan tugas belajar; 

e. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang 

atau berat. 

(3) Setiap PNS atau CPNS menerima paling banyak 2 (dua) jenis 

Tambahan Penghasilan Pegawai. 

(4) Pengecualian tcrhadap ayat (3) dapat diberikan dalam hal : 

a. mendapatkan prestasi danfatau penghargaan, danfatau 

b. mcrupakan penggantian atas pcnghasilan yang hilang scbagai 

akibat dipcrbantukan/dipekeijakan pada Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

(5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai scbagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan dcngan Keputusan Gubemur. 

(6) Dengan dibcrikannya 1'ambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3, maka kepada PNS dan CPNS tidak 

dipcrkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, 

uang lembur dan uang makan. 

(7) Pengecualian terhadap ayat (6) adalah honorarium yang diberikan 

kcpada Bendahara, Panitia/Pejabat Pengadaan BarangfJasa, Panitia 

Pemeriksa/Pcncrima Barang, Pengurus/Pcnyimpan Barang, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK), Verifikasi/Penguji SPJ/Pcmbantu 

Bendahara yang anggotanya disesuaikan dengan Pagu Anggaran 

SKPD, Pembuat Daftar Gaji, Narasumber pada kegiatan di 

SKPD/Biro lainnya dan menjadi DewanfBadan Pengawas pada 

SKPD/Biro lainnya yang menerapkan Pola Pengclolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 
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Pasal II 

Peraturan Gubcmur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubcrnur ini dengan pencmpatannya dalam Bcrita Daerah 

Provinsi Sumalera Sclatan. 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal 17 i':•,e•. 20 15 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

dto 

H. MUKTI SULAIMAN 

Ditetapkan di Palcmbang 

pada tanggal 17 Ha.ret 2015 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

dto 

H. ALEX NOERDIN 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

TAHUN 2015 NOMOR 10 
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WAL!KOTA LUBUKLINGGAU 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 21 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 50 
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang: 

Mengingat: 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

DENGA..l'l RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota 
Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013; 

b. bahwa dana anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai 
Kota Lubuklinggau yang menduduki jabatan struktural 
sudah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 maka tambahan 
penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
Mutasi yang telah menduduki Jabatan Struktural; 

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 dapat mengakomodasi pemberian 
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan W alikota ten tang Perubahan Atas Peraturari 
Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon 
pegawai Negeri Sipil diling)rungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebageimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-undang. ... 
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Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok­
pokok Penge!olaan dan Pertanggungjawaban Kcuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 
Nomor 6 Seri A); 

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2013 
tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau ( Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2013 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAIJKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 50 
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI (TPP) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPlL DAN 
CALON PEGAWAI NEGERl SIPIL Dl LlNGKUNGAN 
PEME~NTAH KOTA LUBUKLlNGGAU. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 201 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil d 
Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau diub 
sehingga sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 ayat (4) berbunyi se 
berikut: 

Pasal6 ... 
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Pasal6 

(4) Tambahan penghasilan belum diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Mutasi 
antar daerah sampai dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, kecuali Pegawai Negeri Sipil tersebut menduduki Jabatan Struktural.. 

Pasalii 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tangal 2il MA!Ier 2014 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal zs MAI¥lr 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Ir. H. PARIGAN, MM 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR •• ~ •.• 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG IAN HUKUM, 
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

ASRON ERWADI, SH,M.Hum 
NIP. 19660806 198803 1 004 
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